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Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi negara, karena pangan
merupakan kebutuhan dasar/pokok yang harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup
rakyat. Oleh karena itu, Pemerintahan harus bertanggungjawab untuk menjamin pemenuhannya
dan perlindungannya terkait dengan ketersediaan pangan bagi rakyat. Tanggungjawab tersebut
tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, akan tetapi sesuai semangat
otonomi daerah, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945, yang menyebutkan ‘“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan
Pusat. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesediaan pangan lokal dan menjamin
kebutuhan pangan sendiri, serta kerja keras untuk memenuhinya merupakan tugas dan kewajiban
yang harus diemban.

Kerja keras bukan saja hanya untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal, akan tetapi
harus menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap pangan lokal, dan juga
perlindungan hukum bagi masyarakat setempat selaku konsumen pangan lokal. Pemerintah
daerah harus menyiapkan sejumlah aturan untuk mengatur ketentuan mengenai perlindungan
hukum pangan lokal dan produksi pangan lokal serta proses peredarannya. Masyarakat sebagai
konsumen terkadang berada pada posisi yang mengatur pihak yang terlibat dalam program
ketahanan pangan daerah.

Konsep ketahanan pangan meliputi tiga topik yaitu: (1) Kecukupan pangan, (2)
Kemandirian pangan dan (3) kedaulatan pangan. Kecukupan pangan adalah suatu kondisi pada
suatu negara cukup akan jumlah pangan, mutu baik, mudah diperoleh, aman dikonsumsi, dan
harga terjangkau. Kemandirian pangan adalah keadaan di mana suatu negara dapat memenuhi
kebutuhan pangan dengan produk sendiri (negara tersebut). Kedaulatan pangan adalah suatu
penentuan yang dilakukan oleh suatu negara atas pangan untuk negaranya sendiri (Ikbal 2009).

Lebih lanjut Muhammad Igbal menyatakan permasalahan yang fundamental yang
dihadapi pemerintah daerah otonom untuk ketahanan pangan antara lain, yaitu:

Kebijakan ketahanan pangan;
Penataan dan pemanfaatan lahan pertanian;
Lumbung pangan, dan

d. Pemanfaatan pangan lokal sebagaimana ditegaskan, bahwa kebijakan
Ketahanan Pangan terkait dengan aspek pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan
pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan,
menyebutkan secara tegas tentang pentingnya peran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten,
dan pemerintah desa dalam menangani masalah pangan (Ikbal 2009).

Menurut Basuki dengan merujuk ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan, bahwa semangat otonomi daerah pada
dasarnya dapat dilihat dari dua hal pokok. Pertama, pengakuan terhadap pentingnya peran
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa dalam
pengelolaan ketahanan pangan; Kedua, pernyataan secara tegas tentang keberagaman pola
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pangan masyarakat, yaitu; dengan memberikan keleluasaan pengertian atas pangan tertentu
bersifat pokok, sesuai dengan pola pangan masyarakat setempat. Semangat ini memungkinkan
bagi suatu daerah untuk mengembangkan dan mempromosikan pola pangan lokal atau setempat
sebagai pangan lokal yang bersifat pokok (Basuki 2004).

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, sehingga negara perlu mengaturnya
demi tercapainya kesejahteraan dan ketercukupan pangan. Hal yang sama bagi Indonesia, yang
mengatur persoalan pangan ini dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-undang pangan) yang dalam bab menimbang
dirumuskan: “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan
bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), sebagai komponen dasar
untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pangan harus dijamin ketersediaan dan pemenuhannya secara terjamin keamanannya,
berkualitas, memiliki kandungan gizi yang memenuhi standar, beragam jenisnya, serta harganya
terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ketersediaan pangan juga tidak boleh bertentangan dengan
agama, halal dikonsumsi, serta sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Untuk memenuhi
persyaratan-persyaratan tersebut, maka dipandang perlu dilakukan suatu sistem penyelenggaraan
pangan yang memberikan pelindungan, bagi pihak produsen (penghasil pangan) maupun yang
mengkonsumsi pangan (konsumen pangan).

Pangan lokal yang beraneka ragam dalam jumlah yang banyak dapat berpotensi pada
kemandirian pangan nasional. Kurangnya inovasi teknologi menyebabkan belum
berkembangnya produk pangan lokal yang penggunaannya masih banyak dengan tepung terigu
dan beras. Padahal penggunaan tepung terigu di negara ini sudah terlalu banyak (Basuki 2004).

Konsekuensi pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan bentuk
pemenuhan hak asasi, menuntut kewajiban pemerintah sebagai manisfestasi negara untuk
menyelenggarakan pangan. Hak asasi manusia (HAM) menuntut konsekuensi adanya
pengakuan, pemenuhan, dan perlindungannya, oleh masyarakat maupun negara. jika undang-
undang menetapkan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pangan hal ini harus
dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Demikian juga jika dilihat dalam perspektif konsep negara
Indonesia sebagai negara hukum materil atau kesejahteraan (welfarestate), yang menuntut
keterlibatan negara dalam segala urusan warga masyarakatnya, maka pemenuhan pangan
merupakan konsekuensi yang tidak dapat diingkari

Konsep negara hukum materiil atau negara kesejahteraan (welfare state) dapat
dibandingkan dengan konsep negara hukum formil dari Carl Fichte dan Imanuel Kant. Negara
hukum formil, tugas negara seperti halnya penjaga malam, hanya menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat, sehingga negara hukum model ini diibaratkan sebagai negara polisi
(politionil staat), dimana negara hanya akan berfungsi manakala ada gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat. Sedangkan konsep negara hukum materiil, negara dituntut aktif
mencampuri setiap urusan masyarakatnya, negara memasuki setiap segi kehidupan dan
penghidupan warganya, dari urusan umum seperti penyediaan infrastruktur maupun
infrastruktur, seperti jalan, air minum, listrik, pangan, pasar, dan lain sebagainya, baik diminta
maupun tidak diminta.



Karakter Indonesia sebagai negara hukum materiil atau negara kesejahteraan dapat
dipahami melalui alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang tercermin dalam kalimat: “negara melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesehteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta ikut menjamin ketertiban dunia. Kalimat “melindungi segenap bangsa, memajukan
kesejahteraan umum” merupakan statement atau pernyataan para pendiri negara pada saat itu,
bahwa pendirian negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai negara kesejahteraan, maka negara dituntut untuk menyeleggarakan pemenuhan pangan
bagi rakyatnya.

Terkait dengan penyelenggaraan pangan, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 18
Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan), menyebutkan:
“Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam
penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan
dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu”

Kewajiban tersebut dipertegas lagi melalui Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Pangan,
yang menentukan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan
Pangan”. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), menegaskan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah
bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan
Lokal di daerah”. Ketentuan ini memberi daya imperatif bahwa pemerintah daerah memiliki
kewajiban konstitusional untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah, serta dalam
pengembangan poduksi pangan lokal.

Keharusan negara menyelenggarakan pangan tersebut merupakan bagian dari upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebab ketersediaan dan kecukupan pangan merupakan
salah satu parameter atau ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika dalam suatu negara
kebutuhan pangan rakyatnya tercukupi, maka indikasinya rakyat negara itu makmur, sebaliknya
jika kebutuhan pangan rakyat suatu negara tidak mampu dicukupi, maka rakyat negara itu tidak
makmur.

Pangan sedemikian berartinya bagi rakyat suatu negara, sehingga di Indonesia kebutuhan
dan kecukupan pangan disetarakan dengan hak asasi manusia. Persoalan pangan setara dengan
hak-hak asasi yang lain, seperti halnya hak untuk hidup, hak untuk berkumpul, hak untuk
berbicara, hak untuk beragama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan
pangan bagi rakyat menghendaki adanya campur tangan Pemerintah.

Pemenuhan pangan oleh pemerintah dilakukan dengan program pangan secara nasional,
di bawah Presiden. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Namun sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah), penyelenggaraan pangan
dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah sebagai urusan wajib.

Kewajiban tersebut tercermin di dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan, bahwa
“pemenuhan ketersediaan pangan merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah
daerah”. Penyelenggaraan pangan oleh pemerintah daerah ini bertujuan untuk membantu



Pemerintah dalam pengadaan pangan nasional, setidak-tidaknya untuk memenuhi kebutuhan
pangan di daerah.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Pangan menentukan bahwa tujuan
penyelenggaraan pangan secara nasional adalah untuk:

a. Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;

b. Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan,

mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;

¢. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang

wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

d. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama

masyarakat rawan Pangan dan Gizi;

e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri

dan luar negeri;

f.  Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman,

bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;

g. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Pelaku

Usaha Pangan;

h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban
konstitusional untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah, serta dalam pengembangan poduk
pangan lokal. Dalam kaitannya dengan pangan lokal, Pemerinah Daerah harus membudidayakan
dan mengembangkan pangan lokal di daerahnya masing-masing dalam rangka memenuhi
kebutuhan pangan di daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat mengurangi
beban Pemerintah dalam penyelenggaraan pangan nasional.

Pengembangan pangan lokal memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat, bangsa
dan negara. Sebab di samping untuk dapat memenuhi sebagaian kebutuhan pangan masyarakat
di daerah, juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat setempat melalui Usaha
Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dapat
membantu pengembangan pangan lokal. Pentingnya pengembangan pangan lokal dapat
dijadikan ikon daerah, untuk mendorong destinasi atau tujuan wisata bagi daerah yang
bersangkutan.

Pengembangan pangan lokal harus diimbangi dengan meningkatnya minat masyarakat
untuk mengkonsumsi pangan lokal. Komposisi kebutuhan tubuh terdiri dari pangan yang
mengandung Kkarbohidrat, lemak, protein (nabati dan/atau hewani), dan vitamin. Masyarakat
dapat menggunakan prinsip substitusi atau komplementer terhadap komposisi tersebut. Misalnya,
untuk mendapat asupan karbohidrat, tidak harus mengkonsumsi nasi, tetapi dapat menggantinya
dengan roti, kentang, singkong, atau ketela. Kebutuhan vitamin sari buah-buahan, misalnya
kebutuhan vitamin C tidak harus dari jeruk mandarin, tetapi juga dapat dari langsat, apel, jambu,
jeruk lokal, atau tanaman lainnya yang banyak tumbuh di daerah. Kebutuhan akan protein nabant
dan hewani juga dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi telur, susu, ternak yang hidup di daerah,
sebagai sumber pangan lokal. Kebutuhan yang dijadikan parameter biasanya pada kebutuhan
pangan pokok masyarakat Indonesia yaitu beras, padahal Penggunaan pangan lokal dapat



bersumber dari aneka umbi-umbian, sagu, pisang, sukun, labu kuning, buah-buahan dan lainnya
untuk dijadikan pangan, dan bahkan sudah dikembangkan dengan dijadikan tepung. Jika hal ini
dapat dilakukan, tentu nantinya akan membantu mengurangi beban ketersediaan pangan beras
sebagai sumber utama kabohidrat. Berkurangnya beban ini tidak lantas menghilangkan produksi
beras, tetapi memunculkan adanya swasembada beras dan merangsang pertumbuhan
keanekaragaman pangan lokal, yang diharapkan dapat menyokon ketahanan pangan tidak hanya
di tingkat daerah tetapi dengan menjangkau daerah lainnya sebagai uatu komodititas pangan.

Pangan lokal adalah makanan yang diolah secara tradisional yang terus dijaga dan
diwariskan sehingga mengkonsumsinyapun dijamin sehat karena tidak menggunakan bahan-
bahan kimia yang berbahaya. Pangan lokal sendiri memiliki kandungan gizi yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan gizi tubuh. (Rukmana 2008)

Pemerintah daerah dalam konteks pengaturan perlindungan hukum sangat mengharapkan
kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga eksistensi pangan lokal, sehingga adanya
jaminan dan kepastian hukum, disamping itu masyarakat lokal memiliki peluang untuk
mengembangkan pangan lokal sebagai komoditas makanan tradisional dalam menjaga
kedaulatan dan kemandirian pangan lokal dan/atau juga melakukan penanaman mandiri untuk
memenuhi kebutuhan pangan sendiri.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap semua aspek termasuk berkenaan
dengan pangan lokal merupakan tanggungjawab pemerintah daerah yang bertumpu dan
bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindugan
hukum diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan
pemerintah (Rukmana 2008).

Pangan lokal dan produk pangan lokal harus dijaga eksistensinya dengan cara
memberikan perlindungan hukum dari berbagai aspek, guna menjadikan pangan lokal sebagai
bagian dari tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi masyarakat sebagai konsumen
dari munculnya permasalahan hukum yang dapat merugikan masyarakat. (FG 2004).

Berdasarkan alasan tersebut, maka perlu dilakukan upaya pemasyarakatan perlunya
konsumsi pangan lokal sebagai sumber pengganti karbohidarat non beras. Dalam rangka
menunjang Pemasyarakatan konsumsi pangan lokal perlu didukung upaya pengadaannya, yaitu
melalui pengembangan produksi bahan pangan lokal, dan pengolahan pangan lokal.

Pengolahan bahan pangan non beras diharapkan di masa depan dapat dikembangkan dan
diolah menjadi pangan pokok untuk menggantikan beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat,
yang dari waktu ke waktu semakin berkurang persediaannya. Melalui teknologi pengolahan
pangan, bahan pangan lokal dapat diolah dan dikembangkan menjadi berbagai olahan pangan
yang dapat disandingkan dengan pangan yang berbahan baku beras sebagai menu makanan
pokok.

Pengembangan pangan lokal juga diharapkan dapat lebih dapat mewujudkan diversifikasi
pangan, khususnya pangan beras sebagai sumber karbohidrat utama, dalam rangka mendukung
dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pengembangan pangan lokal juga sangat manfaat
dalam rangka membangkitkan perekonomian masyarakat di daerah, khususnya melalui usaha
kelompok maupun usaha perorangan yang bergerak di bidang pengolahan pangan. Rendahnya
produktivitas pangan di daerah dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, dapat



disebabkan oleh tidak efektifnya pengololahan lahan pertanian, sehingga tidak dapat
menghasilkan produksi pangan yang maksimal. Misalnya lahan pertanian tersedia, tetapi
pengolahanya tidak maksimal, sehingga tingkat produksinya juga tidak maksimal. Hal ini
dimungkinkan tidak menggunakan teknologi pertanian yang baik, dan hanya dikelola oleh petani
tradisional tanpa memiliki keahlian bercocok tanam atau dimungkinkan juga tidak memiliki
pengetahuan pola cocok tanam yang baik. Kedua, rendahnya produktifitas pangan lokal juga
dapat disebabkan oleh tidak adanya inovasi dan rekayasa genetik untuk melakukan penggandaan
hasil produksi. Rekayasa genetik pengertiannya dapat dipahami melalui Pasal 1 angka 33
Undang-Undang Pangan, yang dirumuskan: “Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang
melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang
berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan
yang lebih unggul”.

Rendahnya minat peneliti atau minat penggunaan inovasi teknologi pangan dapat juga
terjadi oleh rendahnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah terkait inovasi dan rekayasa
genetika bidang pertanian atau pangan. Rendahnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah
ini dapat berupa minimnya dukungan dana pendukung untuk membiayai inovasi teknologi dan
rekayasa genetik bidang pangan. Dalam hal terdapat keterbatasan lahan pertanian, sebenarnya
inovasi teknologi dan rekayasa genetik sangat diperlukan, sehingga pemerintah daerah harus
memberikan prioritas pembiayaan kegiatan penelitian dan rekayasa teknologi pangan tersebut.

Sehubungan dengan inovasi teknologi dan rekayasa genetik sebagai salah satu bentuk
inovasi teknologi pangan dan sekaligus wujud intensifikasi pertanian, Undang-undang Pangan
sebenarnya telah memberikan pendasaran bagi dilakukannya kegiatan tersebut. Hal ini tercermin
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional limu Pengetahuan dan
Teknologi. Selengkapnya dirumuskan: “Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan
kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan”.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pangan, menentukan bahwa, Penelitian dan
pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. Menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan

internasional,

b. Mempercepat pemuliaan dan perakitan untuk menghasilkan varietas unggul sumber
Pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan yang toleran terhadap cekaman
biotik dan abiotik, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan atau wabah
penyakit hewan dan ikan, dan adaptif terhadap perubahan iklim;

c. Merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan sistem budi daya tanaman, hewan,
dan ikan sebagai sumber Pangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi,
dan daya saing, serta melestarikan keanekaragaman hayati;

d. Merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan pascapanen, pengolahan, dan
pemasaran hasil untuk mengembangkan produk Pangan Olahan berbasis Pangan
Lokal, peningkatan nilai tambah, pengembangan bisnis Pangan, dan pengayaan
komposisi kandungan Gizi Pangan yang aman dikonsumsi;



e. Menciptakan produk Pangan Lokal yang dapat menyubstitusi Pangan Pokok dengan
memperhatikan kesesuaian kandungan vitamin dan zat lain di dalamnya;

f.  Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, air, iklim, dan genetik guna
mempertahankan dan meningkatkan kapasitas Produksi Pangan nabati dan hewani
secara nasional; dan

g. Menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Pangan.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah seharusnya memprioritaskan kebijakan yang
mendukung penelitian pangan, inovasi teknologi rekayasa genetik pangan. Sebab pemenuhan
pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi masyarakat. Pemerintah seharusnya
tidak membuat kebijakan yang kontra produktif, artinya tidak membuat kebijakan yang
menyebabkan keengganan bahkan ketakutan bagi orang yang akan melakukan rekayasa genetik.
Sebagai contoh ketika petani asal Aceh dan asal Malang, menemukan jenis padi varietas unggul,
namun dihadang oleh berbagai aturan dan kebijakan, bahkan ancaman pidana pun menanti
dirinya.

Pada tahun 2019, seorang Keuchik atau Kepala Desa Meunasah Rayeuk Nisam,
Kabupaten Aceh Utara, ditahan di Polda Aceh. Penyebabnya adalah laporan Dinas Pertanian dan
kehutanan Aceh terkait penjualan benih padi unggul hasil rekayasa genetik temuannya (ABC
2019). Penahanan Munirwan diduga terkait tindak pidana memproduksi dan mengedarkan secara
komersial benih padi jenis IF8 yang belum dilepas varietasnya dan belum memiliki label atau
sertifikat. Padahal Munirwan berhasil mengembangkan padi dari bantuan Gubernur Irwandi
Yusuf yang diberikan sebelumnya. Meskipun temuan tersebut memperoleh dukungan dari
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan mengirim surat kepada Plt. Gubernur Aceh
(Nova Iriansyah) agar memerintahkan Kepala dinas Pertanian dan perkebunan Aceh untuk
mencabut delik aduannya.

Tindakan pemerintah melalui Kepala Dinas Pertanian yang melaporkan Munirwan ke
pihak Kepolisian, serta dilakukannya penahanan terhadapnya dengan alasan belum dilepas
varietasnya, dan belum memiliki label atau sertifikat, merupakan tindakan yang kurang tepat dan
kontra produktif bagi upaya pemerintah untuk mendorong dilakukannya rekayasa teknologi
genetic pangan. Seharusnya justru memberikan penghargaan atas inisiatif, dan memberikan
bantuan secara maksimal agar supaya temuan itu memiliki legalitas, tetapi faktanya justru ditahan
oleh pihak kepolisian. Undang-undang pangan tidak mengatur tentang sanksi pidana bagi peneliti
atau penemu jenis varietas benih padi unggul dan benih pangan lainnya. Seandainya terdapat
ketentuan pidana sekalipun, seharusnya tidak dilakukan tindakan represif dengan cara melakukan
penahanan terhadap penemu varietas benih padi unggul tersebut.

Pengalaman yang dapat diperoleh dari kasus penahanan terhadap penemu bibit padi
unggul tersebut, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat di bidang
pangan, khususnya bagi peneliti/penemu iovasi bidang pangan. Seharusnya pemerintah
mendorong dan memotivasi masyarakat untuk melakukan inovasi penelitian baik yang dilakukan
oleh peneliti maupun kelompok tani teramsuk teknologi rekayasa genetik pangan.

Lemahnya perlindungan hukum juga terjadi pada pangan olahan lokal. Sebagaimana
diketahui bahwa di masing-masing daerah di Indonesia memiliki jenis-jenis pangan lokal yang
memiliki kekhasan karakter yang menjadi ciri dari daerah yang bersangkutan. Tidak jarang
pangan lokal ini menjadi ikon daerah, seperti buah Lay dan Langsat Air Putih, Ayam Bekisar,



Abon Cempedak dari Samarinda), dan lain sebagainya, yang menjadi pangan lokal di Samarinda,
Ayam Betutu dari Bali, Lontong Balap dan Rujak Cingur Surabaya, Soto Daging Madura,
Bakpia, Suwar-suwir Yogyakarta, dan lain sebagainya.

Selama ini produk pangan lokal yang merupakan ciri khas daerah tertentu tidak jarang
dipatenkan oleh negara lain, misalnya tempe dipatenkan oleh Jepang. Padahal dunia internasional
mengetahui bahwa tempe dibuat di Indonesia secara turun temurun oleh nenek moyang bangsa
Indonesia. Namun karena tidak adanya perhatian pemerintah, maka tidak jarang produk lokal ini,
tempe khususnya di patenkan oleh negara lain, dalam hal ini Jepang. Hal ini tentunya sangat
merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Lemahnya perlindungan hukum terhadap pangan lokal menunjukkan lemahnya perhatian
pemerintah dan kurangnya masyarakat dalam memahami arti pentingnya mengurus Paten, HAKI
dan juga Merk terhadap produk-produk pangan lokal. Sebagaimana diketahui, bahwa jika produk
pangan baik pangan yang dapat dikonsumsi secara langsung tanpa diolah, seperti buah-buahan
atau pangan yang dapat dikonsumsi dengan diolah terlebih dahulu, maka hak pemilik terdahulu
secara yuridis berpindah kepada pemilik Paten, HAKI, dan atau Merk yang telah mendaftarkan
produk tersebut.

Kondisi faktual demikian juga berlaku terhadap produk-produk pangan lokal, artinya jika
produk pangan lokal dari daerah tertentu didaftarkan atau di HAKI kan oleh negara lain, maka
produk pangan tersebut menjadi milik negara yang bersangkutan. Untuk itu, maka pemerintah
harus memiliki inisiatif untuk aktif mensosialisasikan dan bahkan harus aktif melakukan
pendaftaran terhadap pangan lokal yang menjadi konsumsi masyarakat. Masyarakat harus aktif
membantu pemerintah untuk memberikan informasi terhadap keberadaan pangan lokal, baik
yang nelalui proses pengolahan maupun yang tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Pengembangan pangan lokal sebenarnya dapat mengurangi ketergantungan pasokan
pangan dari daerah lain, khususnya bagi daerah-daerah yang tidak atau rendah produktifitas
pangan yang dihasilkannya. Indonesia yang secara topografi merupakan bentangan lahan subur,
dan iklim tropis dengan sinar matahari cukup semestinya sangatlah potensial untuk menjadi
negara pemasok pangan. Budaya yang beragam corak kemasyarakatan memiliki beranegaragam
pengolahan bahan makan. Pulau-pulau besar seperti halnya Kalimantan sudah saatnya untuk
menggali potensi sumber daya alam dan manusianya untuk dikembangkan sebagai penghasil
pangan lokal berkualitas, di samping kekayaan budaya lokal yang estetis dan eksotik.
Kota Samarinda (Kalimantan Timur) tercatat sebagai daerah dengan tingkat ketergantungannya
terhadap pangan dari luar Kota Samarinda sangat tinggi, bahwa kebutuhan pasokan pangan
mencapai 83% (Delapan Puluh Tiga Persen), yang di pasok dari Surabaya dan Sulawesi.

Jenis-jenis pangan yang dipasok itu antara lain adalah beras, daging sapi, daging ayam,
telur, sayuran, dan lain sebagainya. Memperhatikan jenis-jenis pangan yang didatangkan dari
luar Kota Samarinda tersebut, sebenarnya juga merupakan bahan pangan yang sebagaian besar
dapat dibudidayakan di Kota Samarinda. Artinya bahwa bahan pangan tersebut dapat ditanam
dan dikembangkan di Kota Samarinda sendiri. Untuk itu, seharusnya masyarakat dan Pemerintah
Daerah bekerjasama membudidayakan dan mengembangkan komoditas bahan pangan tersebut.
Namun selama ini belum memperoleh perhatian serius dari masyarakat dan juga Pemerintah
Daerah.



Ketergantungan pangan Kota Samarinda sangat mungkin terjadi pula di daerah lainnya,
disebabkan ketersediaan bahan pangan produksi lokal tidak memenuhi kecukupan kebutuhan
masyarakat. Fakta ketidakcukupan inilah yang harus diidentifikasi penyebabnya dan dicarikan
alternative solusi penyelesaiannya. Jika identifikasi penyebab tidak tersedianya pangan lokal
yang dibutuhkan masyarakat dapat dilakukan, tentunya dapat dicarikan upaya untuk
meningkatkan produksi pangan lokal, sehingga dapat mengurangi ketergantungan kecukupan
pangan dari daerah lain.

Penyebab tidak terpenuhinya kecukupan pangan, yang menyebabkan Kota Samarinda
harus mendatangkan pangan dari daerah lain, secara umum dapat disebabkan oleh kondisi lahan
pertanian yang sangat terbatas. Keterbatasan lahan pertanian di Kota Samarinda disebabkan oleh
kondisi alam yang memang tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan yang dapat
menghasilkan produksi pangan seperti yang diharapkan. Hal lainnya, yaitu kondisi pengairan
yang sulit untuk dilakukan meskipun terdapat aliran sungai yang melimpah. Kendala yang
dihadapi adalah untuk membawa air untuk ke lahan pertanian membutuhkan biaya besar, dan
untuk saat ini dirasakan tidak mungkin dilakukan.

Kondisi tanah yang berbatuan juga menjadi penyebab utama bagi produksi pertanian,
khususnya padi. Namun untuk jenis tanaman lain, seperti jagung, kedelai, kacang, masih
memungkinkn, namun belum dibudidayakan secara maksimal sebagai tanaman pangan.
Sehubungan dengan itu, jika untuk meningkatkan produksi pangan lokal harus dilakukan dengan
ektensifikasi lahan pertanian dengan memperluas lahan pertanian dirasakan tidak mungkin.
Intensifikasi dan rekayasa genetic pangan yang seharusnya dilakukan tanpa mengabaikan
kearifan lokal. Basis pengembangan pangan adalah pada jenis pangan lokal, karena pangan lokal
ini erat dengan kehidupan masyarakat. Faktual, masyarakat dengan kelas sosial tertentu saja yang
dapat mengkonsumsi pangan import yang harganya mahal. Hal inipun merupakan proyeksi
bahwa kondisi saat ini belum tercapai akses keadilan bagi banyak pihak.

Komaoditas pertanian yang mungkin masih dapat dikembangkan dintaranya buah lokal,
perternakan, dan juga perikanan air tawar. Samarinda masih memiliki lahan yang masih cukup
luas, dan memungkinkan ditanami tanaman palawija, hanya sedikit terdapat kendala
pengairannya. Selanjutnya gambaran lahan pertanian dan produksi pangan dapat dilihat pada data
lahan pertanian yang terdapat di Kota Samarinda di bawah ini.
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Target Sasaran Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019
1. Produksi
a. Padi(jutaton) 70,6 82,0 3,03
b. Jagung (juta ton) 19,1 24,1 4,7
c. Kedelai (juta ton) 09 2,6 22,7
d.  Gula (juta ton) 2,6 38 83
e. Daging Sapi (ribu ton) 4527 755,1 10,8
f.  Ikan (di luar rumput laut) - juta 12,4 18,8 87
ton
Garam (juta ton) 2,5 4,5 12,9
2. Konsumsi
a. Konsumsi kalori (Kkal) 1.967 2.150 -
b. Konsumsi ikan (kg/kap/tahun) 38,0 545 7.5
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 81,8 92,5 -

Disamping hal-hal di atas, berkurangnya produksi pangan disebabkan oleh faktor alam
yang memang kurang mendukung bagi tanaman pangan yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya
tanah atau lahan pertanian bebatuan, lahan pertanian kering karena curah hujan yang rendah,
pengairan lahan pertanian tadah hujan, tanah tandus, dan lain sebagainya. Namun kondisi yang
demikian masih dapat disiasati dengan berbagai inovasi teknologi pangan, yang tidak ada
salahnya untuk dicobakan dengan legalitas yang melindungi upaya pengembangan pangan
tersebut.

Berkurangnya lahan pertanian, memang menyebabkan semakin berkurangnya produksi
pangan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya faktor yang tidak dapat diabaikan. Faktor lain ini
dapat disebabkan oleh semakin pesatnya pembangunan di daerah, untuk berbagai kepentingan,
seperti perkantoran, permahan, industri, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan
tersebut tidak jarang diikuti dengan perubahan peruntukan fungsi lahan pertanian, sehingga
diperlukan kebijakan secara komprehenship dari pemerintah daerah.

Pangan lokal adalah makanan yang diolah secara tradisional yang terus dijaga dan
diwariskan sehingga mengkonsumsinya pun dijamin sehat karena tidak menggunakan bahan-
bahan kimia yang berbahaya. Pangan lokal sendiri memiliki kandungan gizi yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan gizi tubuh. (Rukmana 2008)

Pemerintah daerah dalam konteks pengaturan perlindungan hukum sangat
mengharapkan kepada masyarakat untuk berperang aktif dalam menjaga eksistensi pangan lokal,
sehingga adanya jaminan dan kepastian hukum, disamping itu masyarakat lokal memiliki
peluang untuk mengembangkan pangan lokal sebagai komoditas makanan tradisional dalam
menjaga kedaulatan dan kemandirian pangan lokal dan/atau juga melakukan penanaman mandiri
untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri.

Hukum hadir ditengah-tengah  masyarakat untuk  mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan semua aspek kepentingan-kepentingan agar tidak menimbulkan konflik
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hukum atau benturan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut
dilakukan dengan cara membatasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap
semua kepentingan-kepentingan rakyat, agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku
(Rahardjo 2000).

Peran hukum sebagai alat perlindungan bagi setiap aktivitas manusia, termasuk di
dalamnya kebijakan daerah hendaknya juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial terhadap upaya
pengembangan pangan lokal. Atas adanya kebutuhan ini, maka peneliti melakukan kajian lebih
mendalam sehingga dapat menemukan suatu konsep perlindungan hukum bagi pangan lokal
Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka
permasalahan dikemukakan sebagai berikut:
1. Urgensi perlindungan hukum terhadap pangan lokal, sebagai upaya untuk
mempertahankan dan memenuhi kecukupan pangan.
2. Konsep perlindungan hukum terhadap pangan lokal berdasar prinsip keadilan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dikemukakan tujuan penelitian
sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis dan menemukan urgensi perlindungan hukum terhadap pangan lokal,
sebagai upaya untuk mempertahankan dan memenuhi kecukupan pangan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan konsep perlindungan hukum terhadap pangan lokal
berdasarkan prinsip keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian.
1.41 Manfaat Secara Teoritis

Manfaat penelitian disertasi ini secara teoritik diharapkan dapat memberikan sumbang
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan perlindungan hukum
terhadap pangan lokal yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari pemerintah dan
masyarakat.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi
aparatur negara yang berkaitan dengan pangan, khususnya perlunya perlindungan hukum pangan
lokal. Penting kiranya hasil penelitian ini untuk diketahui dan dipahami oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.

Bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat pelaku pangan dalam hal ini produsen
pangan, dapat memberikan pencerahan pemahaman terkait dengan pentingnya perlindungn
hukum terhadap pangan lokal. Sebab jika pangan lokal tidak didaftarakan atau di mohonkan hak
merek, paten atau HAKI, maka akan berpindah kepada siapun yang memohonkan merek dan
HAKI terhadap pangan lokal yang menjadi Ikon daerah yang bersangkutan.
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15 Originalitas
1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu
No. Asal, Nama Judul Rumusan Hasil Penelitian
Bentuk Masalah
1. Program Winardi | Perlindunganh | 1. Bagaimana 1. Perlindungan
pascsasarja ukum terhadap perlindungan hukum petani tebu
na lImu petani  tebu hukum terhadap | sejak kemerdekaan
Hukum, dalam petani tebu sejak sampai orde baru
Univertas perspektif proklamasi terus  mengalami
Brawijaya negara kemerdekaan degradasi,  petani
Malang, kesejahteraan sampai dengan tebu dari masa ke
Disertasi di era otonomi orde baru dilihat | masa tidak pernah
2012 daerah. dari  perspektif merasakan
negara manisnya tebu
kesejahteraan.? secara  maksimal.
. Faktor-faktor Setelah

apakah yang
menyebabkan
perlindungan
hukum terhadap

petani  seiring
dengan
berlakunya

otonomi daerah
belum mampu
mengoptimalkan
kesejahteraan
petani tebu..?

. Bagaimanakah

perlindungan
terhadap petani
tebu pada masa
yang akan
datang  dilihat
dari  perspektif
negara
kesejahteraan.?

kemerdekaan petani
dilibatkan bersama
pemerintah melalui
pola intensifikasi,
dengan harapan
tercapai sasaran
peningkatan
pendapatan petani
dan  peningkatan
produksi gula
secara nasional
melalui pola
intensifikasi ini
diharapkan posisi
petani dapat
dikembalikan,
menjadi  tuan di
negeri sendiri.
Namun secara
kenyataannya
keterlibatan petani
dalam program ini
karena
keterpaksaan.
memobilisasi  dan
tidak partisipatif.
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. Setelah  kebijakan
otonomi daerah
implementasi,

perlindungan

hukum terhap
petani belum juga
dapat mengangkat

kesejahteraan
petani. Ada
beberapa faktor
yang
mempengaruhi,
yaitu: Pertama,
Peraturaan
perundang-
undangan yang
belum adanya
sinkronisasi,

bahkan terjadi
dishormonisasi
berbagai peraturan
perundang-
undangan tentang
perlindungan

hukum petani.
Kedua,
kelembagaan petani
yang belum
terorganisasi
dengan baik,

sehingga posisi
tawar petani sangat
lemah ketika
berhadapan
kekuatan ekternal,
baik  pemerintah
maupun  pemilik
modal.

. Perlindungan
hukum  terhadap
petani pada masa
yang akan datang
secara filosofis




14

harus tetap
mengacu pada
rechtidee yang
terdapat dalam
Pancasila.  Secara
sosiologis harus
bercermin pada
kondisi faktual,
memiliki nilai
kemanfaatan bagi
kesejahteraan

petani sevara
yuridis  mendesak
dilakukan
sinkronisasi dan
harmonisasi
Peraturan
Perundang-
undangan yang
berkaitan  dengan

perlindungan
hukum perani tebu.

Program
Pascasarjan
a ilmu
hukum,
Universitas
Diponegoro
, Semarang,
Disertasi
2015

B. Ernila

Membangun
kebijakan
Perlindungan
hukum produk
berindikasi
geografis
berbasic
keadilan sosial
(studi
kebijakan
Perlindungan
hukum  kopi
Lampung),

1. Mengapa terjadi
pengingkaran

nilai keadilan
kultural..?

2. Bagaimana
dampaknya
terhadap kopi
Lampung..?

3. Bagaimana
kontruksi politik
hukum indikasi
geografis  yang
berbasic nilai
keadilan
kultural..?

1. Politik hukum
indikasi geografis
nilai keadilan
kultural
dikarenakan
adanya

inskonsistensi
politik hukum atas
indikasi geografis
dan penyimpangan
penafsiran
perjanjian
perjanjian TRIPS.

. Inkonsistensi nilai

keadilan  kultural
berdampak
terhadap
sustainnabilitas
dan daya saing

kopi lampung.
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3. Melalui kerangka
teori prismatik dari
Fred W. Riggs,
dialetika antara
kebijakan hukum
ideal dan existing
dapat membentuk
politik hukum baru
yang disebut
politik hukum
indikasi geografis
yang berkeadilan
kultural
“prismatik”.

152

Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan daftar orisinalitas antara peneliti terdahulu dengan peneliti ini (saya) maka

peneliti memberikan uraian perbedaan dan bersamaan penelitian sebagai berikut:

1.

Perlindungan hukum terhadap petani tebu dalam perspektif negara kesejahteraan di era
otonomi daerah, oleh Winardi, Disertasi program doktor ilmu hukum Universitas
Brawijaya, Malang tahun 2012, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana perlindungan
hukum terhadap petani tebu sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan orde baru
dilihat dari perspektif negara kesejahteraan.? (2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan
perlindungan hukum terhadap petani seiring dengan berlakunya otonomi daerah belum
mampu mengoptimalkan kesejahteraan petani tebu..(3) Bagaimanakah perlindungan
terhadap petani tebu pada masa yang akan datang dilihat dari perspektif negara
kesejahteraan.?

Perbedaannya:

Yang menjadi pembeda dalam penelitian disertasi ini adalah membahas tentang
perlindungan hukum pangan lokal, sedangkan peneliti terdahulu pembahasannya menitik
beratkan pada perlindungan hukum terhadap petani tebu.

Persamaannya:

Antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang ini (saya) sama-sama membahas
tentang perlindungan hukum.

Membangun kebijakan Perlindungan hukum produk berindikasi geografis berbasic
keadilan sosial (studi kebijakan Perlindungan hukum kopi Lampung), oleh B. Ernila,
Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2015, dengan
rumusan masalah: (1) Mengapa terjadi pengingkaran nilai keadilan kultural..(2)
Bagaimana dampaknya terhadap kopi Lampung..? (3) Bagaimana kontruksi politik hukum
indikasi geografis yang berbasis nilai keadilan kultural.?
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Perbedaan:

Yang menjadi pembeda dalam penelitian disertasi ini (saya) adalah membahas tentang
perlindungan hukum pangan lokal, sedangkan peneliti terdahulu menitik beratkan pada
perlindungan hukum produk berindikasi geografis berbasic keadilan social

Persamaan:

Antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang ini (saya) sama-sama membahas
tentang perlindungan hukum.

1.6 Landasan Teori dan Penjelasan Konsep
1.6.1 Landasan Teori

Suatu penelitian akan menjadi terarah dengan baik dan benar, serta memiliki tujuan jelas
dan terarah yang hendak dicapai, landasan teori mempunyai kedudukan sangat penting dalam
menjawab rumusan masalah yang terumus dalam disertasi tersebut.

Landasan teori dan penjelasan konsep yang akan diuraikan di bawah ini berfungsi
sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang akan dijawab dalam disertasi ini.

Sebuah sistem proposisi-proposisi atau sebuah rangkaian terpadu dari proposisi-
proposisi adalah komponen pembentuk teori. Namun proposisi itu harus dirangkai, terkait satu
dengan lainnya sehingga menjadi satu totalitas sistem yang terpadu. Proposisi-proposisi yang
tidak akan membentuk suatu teori melainkan hanya merupakan himpunan proposisi (Ihalauw
2008). Dengan demikian teori merupakan ide atau gagasan yang disusun secara sistematis,
dengan metode tertentu dalam satu kesatuan yang utuh tentang suatu hal yang dapat digunakan
untuk menjawab permasalahan yang rumit, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah. Teori merupakan salah satu instrumen bagi kalangan akademisi dan praktisi untuk
memecahkan persoalan yang dihadapinya. Oleh karena itu terdapat berbagai teori dalam
kehidupan misalnya, Teori Sosial, teori ekonomi, teori politik hukum dan sebagainya (lhalauw
2008).

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam disertasi ini adalah teori
hukum. Menurut Juhaya S. Praja: Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yang berfungsi
memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau
paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis
(Praja 2011). Teori hukum merupakan gagasan- gagasan cemerlang secara sistematis dengan
metode tertentu yang dirangkai dalam satu kesatuan yang utuh untuk memecahkan permasalahan
yang rumit di bidang hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Praja 2011).

1.6.1.1 Teori Tujuan Hukum.

Menurut Mangesti dan Suhartono,. hukum bertujuan untuk mengakhiri kekacauan di
dalam masyarakat. Untuk itu hukum selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Cicero
mengatakan dalam adagium lamanya ubi sovetas ibi ius (Mangesti dan Suhartono 2020).
Kehadiran hukum di masyarakat ini tentunya memiliki tujuan, yang secara klasik adalah untuk
menjaga ketertiban masyarakat. Menurut Aristo teles, terdapat dua macam hukum, yaitu hukum
yang berlaku karena penetapan penguasa negara dan hukum yang tidak tergantung dari
pandangan manusia (Soeroso 2016).
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Tujuan hukum pada umumnya diarahkan pada ketertiban, dan ketentraman. Kedua
tujuan ini hanya dapat diwujudkan, manakala hukum dilaksanakan, ditaati dan ditegakkan. Sebab
hukum dibuat untuk dilaksanakan dan ditegakan. Jika hukum tidak dilaksanakan dan ditegakkan,
maka ibaratnya hukum itu hanya sebagai macan kertas, memiliki gigi tetapi tidak dapat
menggigit. Hukum tanpa pelaksanaan dan penegakkan tidak lebih hanya sebagai kata-kata yang
tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan
mati dengan sendirinya, seiring dengan berjalannya waktu (Soeroso 2016). Menurut Gustav
Radbrugh, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
(Erwin 2012).

Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum
bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang
sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest number) pada hakekatnya yang menjadi
inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan
yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak (Mertukusumo 2008).

Menurut O. Notohamidjojo bahwa: Hukum yang pertama bertujuan mewujudkan
keadilan, dimana itu tidak mungkin, hukum mengejar, daya guna atau doelmatigheid
(Notohamidjojo 2011). Selanjutnya Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai
salah satu faset yang terpenting dari pada daya guna (Notohamidjojo 2011).

Geny berpendapat sebagaimana dikutip oleh van Apeldoorn demikian: Geny
mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga
memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian
keadilan le juste contient dans ses flancs ['utile (Apeldoorn 1998).

L.J. van Apeldoorn (Apeldoorn 1998) dalam buku yang berjudul Pengantar IImu Hukum
mengatakan bahwa “Tujuan hukum ialah: mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum
menghendaki perdamaian.

Untuk mewujudkan perdamaian sebagai tujuan, hukum mewujudkannya dengan cara
melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa,
harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya (Apeldoorn 1998). Untuk itu
hukum harus menjaga keseimbangan dalam melindungi kepentingan manusia sebagai individu
dengan kepentingan manusia sebagai sebuah kesatuan masyarakat. Karena selain melindungi
individu hukum juga harus ditujukan untuk mengabdi kehidupan bersama (Mertokusumo 1986).

Hukum selalu hadir sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian dengan
menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di
antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan hidup secara damai
jika ia menuju peraturan yang adil (Apeldoorn 1998). Dengan demikian tujuan hukum adalah,
adalah memberi keadaan adil dan tenang kepada manusia dalam hubungannya satu sama lain
(Mertokusumo 1986).

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide  keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang
merupakan hakikat dari penegakan hukum (Syahrani 2008).

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum memiliki karakter sebagai berikut: a)
adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina



18

tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya; b) sifat undang-undang yang berlaku bagi
siapa saja (Rahardjo 2000).

Kepastian hukum tidak didapatkan dengan memberi sanksi kepada seseorang yang
mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberikan sanksi adalah perwujudan dari
sikap batin yang buruk atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit (Soepiadhy 2012).
Gustav Radbruch membagi jenis kepastian hukum ke dalam 2 (dua) macam, yaitu: kepastian
hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum (Soepiadhy 2012).

Kepastian hukum berada pada jawaban normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum
berkaitan dengan ketetapan yang pasti erkait sesuatu yang berkaitan hak dan kewajiban
seseorang. Sebuah produk perundang-undangan dibuat dan diundangkan dengan harapan semua
mengetahuinya, dan ketika sudah mengetahui selanjutnya harus melaksanakannya. Kepastian
hukum menyebabkan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya tidak mengalami
keragu-raguan, dalam artian norma itu menjadi bagian dari sistem norma, dan saling berkaitan
dan bersinergi dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Konflik norma yang di timbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma,
reduksi norma atau distorsi norma (Arizona 2008).

Kepastian hukum dapat diwujudkan dalam norma yang rumusannya presisi, jelas atau
tidak kabur dalam sebuah norma undang-undang, sehingga akan memudahkan penerapannya.
Kepastian hukum berarti tepat hukumnya, dan tepat subyek dan obyeknya, termasuk ancaman
sanksi hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai
elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi
dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi (Dungge 2013).

Tujuan hukum ketiga, dalam teori hukum dikenal sebagai kemanfatan sebagai salah satu
tujuan hukum bertalian dengan sejauh mana hukum itu dapat memberikan kemanfaatan bagi
masyarakat. Jeremy Bentham, dalam karyanya yang berjudul “Introduction to the Principles of
Morals ad Legislation”, bahwa hukum diibaratkan sebuah benda yang memiliki nilai ekonomis,
hukum harus memberikan kemanfaatan secara ekonomis kepada masyarakat dengan maksud
untuk memberikan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya
kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya
dipertimbangkan (Syahrani 2008).

Teori kemanfaatan (Utilitarianisme) pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham
(1748-1831), yang bertolak dari temuan dasar yang pling obyektif dengan mengemukakan
pertanyaan, apakakah suatu keputusan atau tindakan tertentu membawa manfaat ataau hasil yang
berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang terkait. Jeremi Bentham sebagai penganut
aliran Utilitarianisme hukum barulah diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaataan
yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang (Sudarsono 2000). Tujuan hukum
harus mencapaai tujuan: (a) To provide subsistence/untuk memberi nafkah hidup; (b) To provide
bundance/untuk memberikan makanan yang berlimpah; (c) To provide security/untuk
memberikan perlindungan. (d) To attain equality/untuk mencapai persamaan (Tanya 2010).

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan
disini diartikan sebagai kebahagian (happiness), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak
adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat
memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak (Erwin 2011).
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1.6.1.2 Teori Keadilan

Keadilan merupakan tumpuan harapan bagi siapa saja yang membutuhkan keadilan.
Keadilan merupan simbol tertingi hukum, berbagai ahli hukum memberikan pandangannya
mengenai hak kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran untuk tercapainya
suatu keadilan di masyakarat yang merupakan yang merupakan dasar pemikiran teori tentang
keadilan.

M. Agus Santoso menyebutkan, bahwa keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus
Bahasa Indonesiaadil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak beratsebelah. Adil
terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dantindakan didasarkan atas norma-norma
objektif. Keadilan padadasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil
menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketikaseseorang menegaskan bahwa ia
melakukan suatu keadilan, hal itutentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu
skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap
skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum
dari masyarakat tersebut (Santoso 2014).

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasarn egara, yaitu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam silalima tersebut terkandung nilai-nilai yang
merupakan tujuan dalamhidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh
hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya
sendiri, manusia dengan manusia lainnya,manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta
hubungan manusia dengan Tuhannya (Santoso 2014).

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan
dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan
kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.
Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama
bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu
pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap
bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) (Santoso 2014).

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran
pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum
(hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain
keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai
keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan
moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan
hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan
ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan
dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu
unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah
memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya
(Rhiti 2015).

Plato menganggap bahwa keadilan merupakan kesenangan (convenience) yang berbeda-
beda dan kesenangan terkait dengan kepuasan yang menurut masing-masing orang berbeda-beda
mamaknai dan merasakannya. Diantara seseorang yang satu saling bertentangan, dan pada
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akhirnya keadilan hanyalah merupakan suatu bentuk kompromi (Rhiti 2015). Keadilan
merupakan kebajikan yang mengandung keselarasan dan keseimbangan yang tidak dapat
diketahui atau dijelaskan dengan argumentasi rasional (Friedmann 1960). Terkait dengan
keadilan sebagai kebajikan ini, selanjutya Plato membagi kebajikan ke dalam Klasifikasi sebagai
berikut: a) kebijaksanaan atau kearifan; (b) keberanian atau keteguhan hati; (c) kedisiplinan; serta
(d) keadilan (Sudarsono 2000).

Sependapat dengan Plato, Ulpianus menyatakan bahwa: “keadilan merupakan justitia
constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (keadilan merupakan kehendak yang
terus menerus dan memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, atau tribuere
cuique suum-to give every body his own, keadilan memberikan kepada setiap orang apa yang
menjadi haknya (Soepiadhy 2012). Ulpianus (Soepiadhy 2012). mempertegas pengakuan
terhadap apa yang menjadi hak seseorang yang harus diterimakan sesuai dengan apa yang
seharusnya diterima.

Pendapat Aristoteles mengenai keadilan proporsional juga dikenal dengan teori keadilan
distributif (distributiva justice). Teori keadilan proporsional, sebab teori keadilan ini
mengajarkan, bahwa dikatakan adil manakala setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya
secara proporsional. Selanjutnya dalam ajaran Aristoteles, keadilan akan tercapai apabila:
pertama, seseorang mentaati norma-norma hukum yang berlaku; dan kedua, seseorang tidak
boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (equal) (Fuady
2006). Equal atau equality menghendaki adanya penyamarataan dari masyarakat yang satu
terhadap masyarakat yang lainnya, sehingga manakala terdapat ketidaksamaan dalam
penerimaan, maka hak itu mencederai rasa keadilan (Fuady 2006).

Berbeda dengan teori keadilan sebelumnya, Jeremy Bentham lebih mengatakan bahwa,
“keadilan akan didapatkan jika terjadi maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas,
sehingga akan diperoleh suatu the greatest happiness of the greatest number (Fuady 2006).

John Rawls juga memberikan sumbangsihnya terkait dengan pemaknaan keadilan
dengan menyatakan, bahwa terdapat dua prinsip keadilan yaitu: pertama, each person is to have
an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others;
dan kedua, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a)
reasonably expected to be to everyone’s advented, and (b) attached to positions and offices open
to all (Rawls 1971).

Ajaran Jeremy Bentham diteruskan oleh John Stuart Mill, dan David Hume, yang
mengajarkan kebahagiaan (happiness) sebagai prinsip untuk mengukur keadilan hukum. Untuk
mewujudkan kebahagiaan, maka kelembagaan negara, termasuk institusi sosial, dan institusi
hukum lainya harus diukur dari manfaatnya. Selanjutnya John Stuart Mill menya-takan. ”...and
the test of what laws there ought to be, and what laws ought to be, was utility (Rawls 1971).

Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila
bersifat adil. Keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan
hukum (Sunggono and Harianto 2001). -John Rawls (Rawls 1971) menyatakan bahwa: “semua
nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan
kekayaan, dan dasar-dasar dari harga diri harus didistribusikan secara merata, kecuali kalau
pendistribusian yang tidak seimbang dari beberapa atau semua nilai tersebut memberikan
keuntungan yang sama bagi semua orang. Lebih lanjut John Rawls (Rawls 1971) menyatakan
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bahwa keadilan berdasarkan pada prinsip kejujuran atau justice as fairness. Kejujuran terletak
pada moral, oleh karena itu keadilan tidak dapat dilepaskan dari penilaian masyarakat.

Berdasarkan pada pendapat Thomas Aquinas, John Rawls menyebutkan, bahwa:
“kebijakan pemerintah dan kebijakan hukum didistribusikan secara proporsional atas dasar
harkat dan martabat manusia demi mewujudkan kesejahteraan umum” (Rawls 1971).

Keadilan prosedural berkaitan dengan tata cara atau mekanisme yang jujur dan benar
dalam melaksanakan hukum. Prosedur hukum yang jujur harus memenuhi syarat-syarat
keberlakuan yang telah ditentukan. Semua hukum yang dinyatakan berlaku harus diundangkan
dengan tujuan agar hukum diketahui oleh semua orang. Sanksi atas pelanggaran hukum tidak
boleh mengesankan sebagai bentuk pembalasan, isi hukum harus koheren dan secara substansial
tidak boleh ada pertentangan dan harus memiliki kontinuitas (Rawls 1971). Terkait dengan
keadilan (Arif Gosita 1989) menyatakan, bahwa keadilan merupakan suatu kondisi dimana setiap
orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional bertanggungjawab dan
bermanfaat.

Senada dengan pendapat Jeremias Bentham dan John Stuar Mill, Plato menyatakan,
bahwa keadilan harus dapat memberikan kebahagiaan, dengan mengemukakan: “bahwa keadilan
sebenarnya merupakan masalah “kesenangan” (convenience), yang berbeda-beda atau bahkan
saling bertentangan antara satu orang dengan orang lainya, akhirnya keadilan hanyalah suatu
bentuk kompromi (Gosita 1989).

Keserasian hanya akan tercapai manakala warga negara dapat hidup sejalan dan serasi
dengan tujuan negara (polis), di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik-
baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing. Menurut Plato, keadilan adalah
kebajikan yang mengandung keselarasan dan keseimbangan yang tidak dapat diketahui atau
dijelaskan dengan argumentasi rasional (Friedmann 1960). Selanjutnya Plato membagi kebajikan
sebagai berikut: a) kebijaksanaan atau kearifan; b) keberanian atau keteguhan hati; c)
kedisiplinan; serta keadilan (Sudarsono 2000).

Jika ingin mewujudkan keempat kebijakan tersebut, maka harus dilakukan melalui
produk peraturan perundang-undangan negara. Artinya bahwa, peraturan perundang-undangan
harus mengakomodasi kempat jenis kebajikan dan dapat dinikmati masyarakat. Undang-undang
yang adil akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan mendatangkan kebahagiaan bagi setiap
orang (Smith and Raeper 2000). Aristoteles lebih menekankan pada aspek moralitas, dikatakan
Aristoteles:”’keadilan bagi masyarakat hanya akan terwujud manakala masyarakat mentaati
kaidah-kaidah umum yang berlaku terhadapnya (Smith and Raeper 2000).

Sebuah negara hanya akan dikatakaan adil bagi rakyatnya, apabila setiap orang
memperoleh perlakuan yang seimbang dalam segala hal, tetapi akan dikatakan tidak adil,
manakala setiap orang tidak memperoleh perlakuan yang sama dalam segala bidang.
Ketidakadilan perlakuan negara terhadap warganya akan memunculkan anggapan bahwa negara
telah bertindak diskriminatif terhadap warga negaranya. Sebagai perbandingan dapat
dikemukakan pandangan John Rawls (Rawls 1971) tentang keadilan, bahwa menurutnya terdapat
dua prinsip keadilan yaitu:

Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with
a similar liberty for others; dan kedua, social and economic inequalities are to be arranged so
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that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advented, and (b) attached to
positions and offices open to all.

Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan David Hume mengajarkan bahwa kebahagiaan
(happiness) merupakan prinsip untuk mengukur keadilan hukum, institusi sosial, termasuk
institusi hukum harus diukur dari manfaatnya, unsur manfaat menjadi ukuran atau kriteria bagi
seseorang untuk mentaati hukum (Sunggono and Harianto 2001).

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan
distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada
distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.
Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan
kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.
Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut
Aristoteles. Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah
sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan
geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan
dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak
daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak
sama penting diberikan yang tidak sama.

2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para
pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau
seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang
yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi,
maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat
umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya
seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles,
hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas
(Rhiti 2015).

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls
ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel
Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari
anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu
posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga
tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of
ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang
tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan
prosedural murnitidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil”
terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari
sistem (atau juga proses) itu sendiri. (Rhiti 2015)
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3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-
besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:
a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak

mencalonkan diri dalam pemilihan).

Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)

Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);

Kebebasan menjadi diri sendiri (person)

Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the
difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair
equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus
diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.
Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam
prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.
Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada
mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan,
pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar
masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama
kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling
kurang diuntungkan (Fattah 2013).

Keadilan menurut Thomas Hobbes, ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila
telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat
disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan
antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya
sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-
lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa,
peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling
mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik (Nasution 2017).

Keadilan menurut Hans Kelsen, adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah
lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan
menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan
tolerans (Rahardjo 2000).

Menurut M. Agus Santoso (Santoso 2014) di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila
kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna
bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil,
yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap
masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungnnya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha
Esa. Konsekuensi nilai nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap
warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk
keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan
dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

® oo o
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2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara
dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk
menaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan

3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang
lainnya secara timbal balik.

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima
Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual.
Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasilais adalah sikap dan perilaku yang memiliki
keutamaan atau kebajikanberupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari
keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sesumumnya,
melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang
terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya
dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan
sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu (Rhiti 2015).

Keadilan sosial menaruh perhatian terhadap individu tetap ada, hamun keadilan sosial
tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian,
keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-
proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan
pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang
menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur
yang tidak adil (Rhiti 2015).

1.6.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945) menjamin adanya perlindungan hukum
terhadap warga negara, tanpa kecuali. Hal ini sebagaimana tercangtum dalam ketentuan
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Mendasari ketentuan tersebut,
maka perlindungan hukum dalam ketatanegaraan Indonesia menjadi suatu yang esensial.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya
teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran
ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut
aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal
dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini
memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal
dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Rahardjo 2000).

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalammasyarakat karena dalam
suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan
dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk
menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus
melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala
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peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan
masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan
antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat
(Rahardjo 2000).

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon (1998) adalah suatu kondisi subjektif
yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera
memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin
dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan
keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat
individu maupun struktural.

Philipus M. Hadjon (Hadjon 1998) dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah”
(bestuurshandeling atau administrative action) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat
dalam dua macam, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang
memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya
bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena
pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan
berdasarkan deskresi.

b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa
dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan
umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota
masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (the
right to be heard) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka
akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses
pemenuhan hak mereka (acces to information), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan
yang baik. Arti penting dari the right to be heard adalah:

1. Individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan
kepentingannya sehingga menjamin keadilan.

2. Menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik (Hadjon 1998).

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan
akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari
keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan
hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan
adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan
aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak
terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat (Kansil 2009).

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam
hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan
mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala
sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena huykum memiliki
sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang
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begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat. (Kansil
2009).

Menurut Subekti, Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai
kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar
tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. Dengan demikian hukum itu
bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula
pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu (Kansil 2009). Menurut perlindungan
hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-
wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban
dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai
manusia (Setiono 2004).

Muchsin menjelaskan, bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam
sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama
manusia (Hadjon 1998).

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang
dirugikan orang lain dan perlindungan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain
perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak
hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan
berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo 2000). Perlindungan hukum adalah tindakan
atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono 2004).

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan
terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum
dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi
suatu hal dari hal lainya. Berkaitan dengan warga negara, berarti hukum memberikan
perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari sesuatu yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya hak-hak tersebut (Hadjon 1998).

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingankepentingan yang bisa bertubrukan satu
sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara
membatasdan melindungi kepentingan kepentingan tersebut (Hadjon 1998).

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan
kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan,
atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasandan kedalamannya
(Rahardjo 2000).

Menurut Paton suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia
dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya
mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak (Rahardjo 2000).

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam
Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono (2017) mencoba memberikan pengertian
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perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau
perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap
kepentingankepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi
tersebut dalam sebuah hak hukum.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan
kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan,
atau yang sering disebut dengan hak ini dilakukan secara terukur keluasan dan kedalamannya
(Rahardjo 2000).

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan
bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
karena menurut sejarah lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada
masyarakat dan pemerintah (Hadjon 1998).

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum
adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek
dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang efinitif. Tujuannya
adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh
besar terhadap tindak definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan
yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan
hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum
suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum
preventif. Pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan
adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat
hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia
sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan
hukum preventikhusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum
preventif.

2. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk
kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh
Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk
dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum
terhadapatindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Kusnardi dan Ibrahim
1998).

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan
pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodir kepentingan dan hak
masyarakat secara komprehensif. Disamping itu, hukim memiliki kekuatan memaksa yang diakui
secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen berbeda. Berbeda



28

dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik,
misalnya bersifat kontemporer atau sementara (Sasongko 2007).

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan hukum, dalam hal ini
hanya perlindungan oleh hukum saja, perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula
dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek
hukum dalam interaksinya dengan sesame manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum
manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Kansil 2009).
Perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara
masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai
bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi (HS and Nurbaini 2013).

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu
sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan
sutu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif
merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman
tambahan yang diberikan jikahal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin 2004).

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa.
Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan
hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut
sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap
hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban
masyarakat dan pemerintah (Harjon 1987).

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta
bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan
peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Yassir Arafat 2015).

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum
(YYassir Arafat 2015).

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat
yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:
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1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip
perlindugan hukum bagiNrakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan
bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia diarahkan kepadaNpembatasan-pembatasan juga peletakan
kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.Dengan demikian dalam usaha
merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila,
diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

2. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan
hukum bagi rakyatNterhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.
Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat
tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. (Harjon 1987)

1.6.1.4 Teori Kewenangan

Wewenang sering diberi pengertian sama dengan kewenangan. Wewenang berasal dari
istilah  bevoegdheid/bevoegd (Belanda), competence (Inggris). Istilah competence) di Inggris
dibedakan dengan istilah authority (kewenangan). Wewenang digunakan dalam hubungannya
dengan kekuasaan, dan kekuasaan ada di dalam lapangan hukum publik, yaitu hukum
ketatanegaraan (hukum tata negara dan hukum administrasi), muatanya adalah keseluruhan
aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek
hukum publik di dalam hubungan hukum publik (HR 2006).

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal
berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenanangan adalah
kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif
administrasi (Syafrudin 2000). Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang,
kewenangan (autority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal
dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence
bevoegheid) hanya mengenai suatu ”onderdeel ” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.Didalam
kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden) (Syafrudin 2000).

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indrohato 1994). Sedangkan
pengertian wewenang menurut H.D.Stoud (HR 2006) adalah “bevoegheid wet kan worden
omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke
rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan
sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang
pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam dalam literatur
ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja
dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan
biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain
yang diperintah” (the rule and the ruled) (Budiardjo 2008).



30

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan
dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven
disebut sebagai “blote match”. (Mulyosudarmo 2004) Sedangkan kekuasaan yang berkaitan
dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang
yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui
serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkanyang diperkuat oleh negara (Setiardja 1990).

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan
bergerak (de staat in beweging) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas,
berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan.
Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo (Budiardjo 2008) adalah kemampuan seseorang atau
sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain
sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau
negara.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara
itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-
jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan
konstruksi subyek-kewajiban (Kantaprawira 1998).

Jabatan tidak memiliki jenis kelamin, dengan demikian tidak tepat jika sebutan
Bapak/Ibu digunakan dalam lalu lintas hukum publik. Seharusnya cukup disebut nama
jabatannya saja, seperti Presiden Republik Indonesia, Sesorang akan kehilangan kekuasaan
publiknya ketika sudah tidak lagi menduduki jabatan publik itu (Prajudi Atmosudirdjo 1998)
menyatakan bahwa: “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di
dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan
hukum privat disebut hak”.

Istilah wewenang atau kewenangan memiliki kedudukan yang sederajat dengan istilah
“hak” dalam lapangan hukum privat atau subyektief right. Hak melekat pada kualitas subjek
seseorang, sedangkan wewenang atau kewenangan melekat pada kualitas seseorang selaku
pemangku jabatan hukum publik. Menurut (Indroharto 2000) “istilah wewenang pemerintahan
bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu atribusi,
delegasi, dan mandat”. Sementara itu, Henc van Marseveen sebagaimana ditulis oleh Bagir
Manan (1999) “bahwa wewenang diartikan sebagai kekuasaan hukum (rechtmacht), sedangkan
Bagir Manan (Manan 1999) menyatakan bahwa ‘“kekuasaan (macht) tidak sama artinya dengan
wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.

Wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (rechten en plichten) ”, artinya bahwa di
dalam wewenang sekaligus melekat kewajiban. (Harjon 1987) Dengan demikian di dalam
“wewenang juga dengan sendirinya melekat tanggung jawab”. (Harjon 1987) Selanjutnya
menurut H.D. Stoud, bevoegdheid is een begrip uit het besturlijke organisatorirecht, wat kan
warden omscreven als het geheet van regels dat betreking heef op de verkrijging en uitoefening
van besturechtelijke rechtsverker (Harjon 1987).

Menurut Bagir Manan (Manan 1999) “wewenang dalam bahasa hukum tidak sama
maknanya dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau
tidak berbuat dari si pemegang hak. Dalam konteks hukum, wewenang sekaligus dimaknai
sebagai hak dan kewajiban (rechten and plichten) ” (Manan 1999). Philipus M. Hadjon (Harjon
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1987) merumuskan bahwa “wewenang setidak-tidaknya memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: (a)
pengaruh, (b) dasar hukum, dan (c) konformitas hukum”. Hukum secara umum menegaskan
bahwa , “wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
untuk menimbulkan akibat hukum”(Indroharto 2000).

a. Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan
merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan
pemerintahan dan keneharaan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan
sistem konstitunental. Philipus M. hadjon (Harjon 1987) mengemukakan bahwa kewenangan
diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya
digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan
delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.
Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan
tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber
dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan
mandate (Bagir Mana 2000).

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaa yang berasal dari
Kekuasaan  Legislatif  (diberi  oleh  Undang-Undang) atau dari  Kekuasaan
Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang
tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang
bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam
kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk
melakukansesuatu tindak hukum public (Admosudirdjo 1998).

b. Wewenang Atributif.

Wewenang atributif disebut juga sebagai wewenang asli. Wewenang ini bersumber
langsung dari peraturan perundang-undangan. Peabat pemerintahan memperoleh wewenang
atributif karena undang-undang. “Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang
pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga kepada para pegawai” (HR
2006). Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, “attributie: toekening van
eenbestuurbevoegeid door een wetgever aan een bestuurorganen (atribusi adalah pemberian
wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan)” (HR 2006).

Menurut Indroharto (Indroharto 2000) wewenang pemerintahan yang atributif atau
wewenang asli yang diberikan oleh Undang-undang dapat dibedakan menjadi:

1. Berkedudukan sebagai original legislator: di tingkat pusat adalah MPR sebagai
pembentuk konstitusi (konstituante), dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai
yang melahirkan undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan
Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah;

2. Bertindak sebagai delegated legislator: seperti Presiden yang berdasar pada suatu
ketentuan undang-undang mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah di mana
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diciptakan wewenang Pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara
tertentu”.

Philipus M. Hadjon (Harjon 1987) dalam hubungannya dengan wewenang atribusi
mengemukakan, “bahwa atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan, yang
selanjutnya dikatakan atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang
Pemerintahan”.

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-
undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada
puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemrintah.
Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap
diperlukan. Disini dilahirkan atau dicipkatakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten
untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: original legislator, dalam hal
ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama
Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan
kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu
DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah (HR 2006).

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan
pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum
perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk
melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan
tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apanila wewenang yang
diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli berasal dari peraturan perundang-
undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundangundangan. Penerima
dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan
tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya
berada pada penerima wewenang atribusi (HR 2006).

C. Wewenang Delegatif

Terkait dengan pengertian wewenang ini, H.D. Stout dan van Wijk/Willem Konijnenbelt
menyatakan, “delegatie: overdracht van een bevoegheid van het een besturorgaan aan ander
(delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada
organ pemerintahan lainya)” (HR 2006).

Konsep tentang wewenang delegasi, oleh Indroharto (Indroharto 2000) dirumuskan,
bahwa: ”Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau
Jabatan Pemerintahan yang telah memperoleh suatu wewenang Pemerintahan secara atributif
kepada Badan atau Jabatan lainnya”.

Philipus M. Hadjon (Harjon 1987) mengutarakan bahwa wewenang delegasi merupakan
penyerahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada pihak lain (organ pemerintahan yang
lain) dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain. Selanjutnya dikatakan bahwa
syarat-syarat wewenang delegasi tersebut sebagai berikut:

a. Harus definitif, artinya wewenang yang telah delegasikan tidak dapat digunakan lagi;
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b. Harus berdasarkan peraturan perundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan

kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundangan;

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak

diperkenankan adanya delegasi;

d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenang

tersebut.

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu
organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda
dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat
beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan
begitu, pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah
ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus. Oleh sebab itu, dalam kewenangan
delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang- undangan merupakan dasar pijakan yang
menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan
delegasi (Effendi 2004).

Menurut Philipus M. Hadjon (Harjon 1987) kewenangan membuat keputusan hanya
dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah
wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang
delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila
kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu
tidak sah menurut hukum.

d. Wewenang Mandat

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini
bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat
tata usaha negara yang memberi mandate (Harjon 1987).

Hanya ada dua cara organ memperoleh wewenang, yaitu Atribusi dan Delegasi. Atribusi
perkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasimenyangjut pelimpahan
wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang cara atribusi) kepada
organ lain. Jadi delegasi secara logisselalu didahului oleh atribusi. Mandat tidak mengakibatkan
perubahan wewenang apapun, sebab yang ada hanyalah hubungan internal, seperti Menteri dan
pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis
wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ Kementerian. Pegawai memutuskan
secara teknis, sedangkan Menteri secara yuridis (HR 2006).

Kewenangan mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau
pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan.
Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator)
memeberikan kewenangan kepada oranglain (mandataris) untuk membuat keputusan atau
mengambil suatu tindakan atas namanya (Admosudirdjo 1998).

Wewenang mandat pengertiannya berbeda dengan pengertian dua wewenang
sebelumnya, yaitu wewenang atributif dan wewenang delegasi. Namun demikian antara kedunya
memiliki kesamaan, yaitu tetang cara perolehannya. Wewenang mandat dengan wewenang
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delegasi sama-sama jenis wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan wewenang. Sedangkan
wewenang atributif merupakan wewenang yang bdiberikan oleh undang-undang secara
langsung, sedangkan pada wewenang delegatif dan mandat diperoleh melalui pelimpahan dari
oorgan atau pejabat lain.

Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan, ”mandaat: een bestuuro rgaan laat zijn
bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander (mandat terjadi ketika organ pemerintahan
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya)” (HR 2006). Pemberian
wewenang secara mandat dilakukan secara vertikal, yaitu pemberian wewenang dari pejabat yang
lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Pada wewenang mandataris, mandan (pemberi
mandat) tidak kehilangan wewenangnya, mandan sewaktu-waktu dapat menggunakan
wewenangnya kembali. Mandan tetap memiliki kewenangan untuk selalu memberikan petunjuk
atau arahan, dan pengawasan terhadap mandataris.

Pemberian wewenang mandataris, yang bertanggung jawab penuh terhadap akibat yang
terjadi atas penggunaan wewenang adalah mandan, kepada pihak ketiga. “Sanksi terhadap
mandataris hanya bersifat internal, yaitu hanya diberikan oleh mandan, terutama dalam bentuk
pencabutan mandat wewenang. Jadi, pada wewenang mandat, penggunaan wewenang oleh
mandataris hanya atas nama dan tanggung jawab mandan” (Indroharto 2000).

Hubungannya dengan wewenang atribusi, delegasi, dan mandat, J.G. Brouwer dan A.E.
Schilder berpendapat: (a) With atribution, power is granted to an administrative authority by an
independent legislative body. The power is initial (original), which is to say that is not derived
from a previously existing power. The legislative body creates independent previously non
existent powers and assigns them to their authority; (b) Delegations are the transfer of an
acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate
(the body that has acquired the power) can exercise power in its one name. With mandate, there
is no transfer, but the mandate given (Mandan) assigns power to the other body (mandatory) to
make accession or take action in its name (HR 2006).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pada wewenang atribusi, merupakan
wewenang yang diberikan kepada suatu badan yang independen, wewenang ini bersifat asli, tidak
diperoleh dari wewenang sebelumnya. Misalnya badan legislatif menciptakan wewenang
mandiri dan bukan perluasan wewenang absolut sebelumnya dan memberikannya kepada yang
berkompeten. Pada wewenang mandat tidak terdapat perpindahan wewenang, tetapi pemberi
mandat memberi wewenang pada badan yang lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan
atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

1.6.2 Penjelasan Konsep

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai
untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama (Singarimbun dan Efendi 1982). Konsep
dari symbol yang digunakan untuk memakai fenomena tertentu. Apabila seseorang hendak
mengemukakan gagasan kepada orang lain, maka ia harus menyampaikan melalui Bahasa, baik
Bahasa alamiah maupun bahasan buatan (Ihalauw 2008).

Pengertian konsep adalah sebuah representasi abstrak dan umum dari sesuatu yang
bertujuan untuk menjelaskan suatu obyek, ide atau peristiwa, secara etimologi kata “konsep”
berasal dari bahasan latin “conceptum” yang berarti sesuatu yang dapat dipahami. Pengertian
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lain dari konsep tersebut adalah serangkauan pernyataan, gagasan atau ide yang saling terkait
dengan berbagai peristiwa atau kejadian dan menjadi dasar atau pentunjuk untuk melakukan
penelitian (Sanusi 1984). Konsep merupakan abstraksi atau ide atau gambaran mental yang
dinyatakan dalam suatu kata atau symbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari
pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Berbagai pengertian konsep
dikemukakan oleh beberapa pakar.

Hukum dan ilmu hukum di dalamnya juga telah terbentuk berbagai pengertian atau
konsep untuk menyusun secara sistematis fakta mengenai keseluruhan asas-asas dan kaidah
hukum menjadi satu kesatuan. Konsep atau pengertian dalam bidang hukum itu disebut konsep
yuridis (legal consep), yakini konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk
memahami suatu aturan atau system aturan hukum, misalnya konsep-konsep hak dan kewajiban,
perjanjian, perikatan, sah, kebatalan, Undang-undang, Perseroan Terbatas, yayasan, jual beli,
jaminan, perkawinan, delik, percereian, Peradilan, vonis dan sebagainya (Bruggink 1999).

1.6.2.1 Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang
pada umumnya diberikan terhadap pihak-pihak yang memiliki posisi yang lemah. Perlindungan
hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum terhadap harkat dan martabat
manusia secara holistik. yang diberikan oleh seluruh anggota masyarakat dalam rangka
terwujudnya keadilan. Perlindungan hukum diwujukan melalui aturan hukum yang dapat
memberikan respon positif pada setiap peristiwa atau perbuatan yang diduga menimbulkan
ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum harus dibentuk sedapat mungkin fleksibel, sehingga
mampu mengantisipasi dan mengakomodasi setiap persoalan hukum dalam masyarakat.

Hukum harus dibentuk dengan memperhatikan produk peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping pengaturan yanng dapat
menyebabkan terjadinya pertentangan norma, yang berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan
ketidakpastian hukum. Hukum juga harus mampu mengantisipasi setiap perkembamgan
permasalahan yang ada di dalam masyarakat, sehingga hukum benar-benar dapat menjadikan
sarana bagi perlindungan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, bernangsa dan bernegara.

1.6.2.2 Konsep Pangan Lokal

Gagasan penganekaragaman (diversifikasi) pangan di Indonesia harus didukung dan
dikembangkan melalui peningkatan produk pangan lokal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi
komoditas beras yang selama ini diangap sebagai primadona bahan pangan pokok bagi
masyarakat di Indonesia, sebagaimana diketahui, bahwa rara-rata masyarakat Indonesia dalam
pemenuhan karbohidrat sehari-hari mengandalkan pada beras sebagai makanan pokok.

Penganekaragaman konsumsi pangan terus diupayakan dengan cara melakukan
penganekaragaman produk pangan non beras. Namun untuk diversifikasi pangan non beras harus
didukung oleh penyediaan sumber pangannya, kualitas dan kuantitas, penggunaan teknologi
muthakir, sehingga penganekaragaman pangan dapat memberikan kecukupan atas kebutuhan
masyarakat.

Pengertian pangan lokal dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pangan, menyebutkan
bahwa Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan
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potensi dan kearifan lokal. Pangan lokal dalam disertasi ini dimaksudkan sebagai pangan atau
bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat lokal, yang bahannya dihasilkan oleh
masyarakat sendiri ditanam dan dibudidayakan di daerah setempat dan semua jenis makanan
olahan dari masyarakat setempat dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

Pangan lokal olahan merupakan pangan yang diproduksi oleh masyarakat setempat
dengan karakter yang khas, dan oleh karenanya dapat ciri pangan dari daerah tertentu. Pangan
lokal akan memberikan kesan bahwa jenis pangan itu hanya akan dikenal dengan nama daerah
dari mana asal pangan tersebut. Seperti Soto Lamongan, Soto Madura, Buah Lay, Ayam Bekisar,
dimanapun panganan itu berada, misalnya di Jakarta, di Surabaya, atau daerah manapun, akan
selalu diberikan atribut nama kota atau daerah asal panganan tersebut.

1.6.2.3 Konsep Keadilan Dalam Pengembangan Pangan Lokal

Keadilan dalam konteks pangan lokal, melingkupi aspek yang luas, yaitu produsen,
konsumen, petani dan peneliti. Produsen adalah Perorangan, Perusahaan, Badan Usaha badan
usaha ataupun organisasi ekonomi sejenisnya yang mengelola dan/atau mendistribukan pangan
lokal. Konsumen adalah masarakarat yang mengkonsumsi pangan lokal, tidak dibatasi untuk
daerah tertentu saja, bahkan jika dimungkinkan akan merambah bagi masyarakat luar daerah, ada
skala nasional, dan internasional, sedangkan petani adalah petani yang menanam, merawat,
memproduksi pangan lokal. Peneliti juga berperan dalam hal pengembangan pangan lokal.
Ketersediaan pangan lokal bisa jadi belum diolah secara optimal karena petani masih
menggunakan teknologi sederhana, sedangkan dengan inovasi di bidang teknologi pangan,
produksi pangan lokal dapat didongkrak dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Peneliti bisa
saja dari masyarakat yang menggeluti jenis pangan tertentu, meski mungkin belum tidak
mengenyam pendidikan formil dalam hal teknologi. Kelompok semacam ini layak mendapatkan
akses keadilan berupa kemudahan untuk mengembangkan temuannya, untuk diakuinya kekayaan
intelektualnya sebagai bentuk apresiasi atas upayanya menghidukan pangan lokal. Produsen dan
konsumen mendapatkan keadilan dengan aksesabilitas dalam proses produksi dan distribusi
pangan lokal, yang selayaknya proses terbingkai dalam aturan hukum yang memadai.

1.7 Metode Penelitian
1.7.1  Jenis Penelitian

Jenis penelitian disertasi adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum
bertitik tolak pada telaah atau kajian hukum positif atau norma peraturan perundang-undangan.
Telaah hukum positif, dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) lapisan keilmuan hukum, yaitu:
telaah dogmatika hukum, telaah teori hukum, dan telaah filsafat hukum. Kekhasan karakter ilmu
hukum positif (sui generis) menurut D.H.M. Meiwissen, bahwa penelitian hukum normatif
dicirikan dengan: a). sifat empiris analitis, yaitu memberikan pemaparan dan menganalisis
tentang isi dan struktur hukum; b). sistematisasi gejala-gejala hukum; c). menginterpretasi hukum
yang berlaku; d). menilai hukum yang berlaku, dan e). arti praktis dari ilmu hukum yang
berkaitan erat dengan dimensi normatif (Apeldoorn 1985).

Pada tataran dogmatika hukum, dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan
yang di dalamnya memuat kaidah atau norma hukum positif, khususnya yang terkait dengan
perlindungan hukum pangan lokal. Pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori
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yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan perlindungan
hukum pangan lokal, dan perlindungan pangan lokal. Selanjutya pada tataran filsafat hukumnya,
pengkajiannya dititik beratkan pada relevansi nilai-nilai dalam peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pangan lokal, terkait dengan pencapaian nilai keadilan yang tercermin
melalui peraturan perundangan pangan khususnya terkait dengan produk pangan lokal. Hal ini
menjadi kajian mengingat bahwa dalam telaan awal terhadap regulasi yang ada terdapat
kelemahan penerapan norma hukum positif terkait pangan, khususnya dalam fungsi normatif
hukum yang memberikan perlindungan pangan lokal.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu ”Perlindungan Hukum Pangan Lokal Berdasar
Prinsip Keadilan” yang merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan
meliputi: Pendekatan filosifis (Philosophical approach), Pendekatan Peraturan Perundang-
undangan (statute approach) (lbrahim 2006).

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan dengan cara
menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk
mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara sudut pandang undang-undang lainnya
atau Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (Sungkono 2010).

Pendekatan filsafat (philosoph approach) terkait dengan penelitian disertasi yang
berobyekan norma hukum, dan norma hukum pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-
nilai (aksiologi) kehidupan yang bersifat melarang, mengharuskan, dan membolehkan, maka
pendekatan falsafat dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai tersebut berkembang
dan dipatuhi di dalam masyarakat.

Pendekatan konseptual (conceptual approach), digunakan terhadap konsep-konsep yang
berkaitan dengan penelitian disertasi, yaitu: konsep Perlindungan Hukum, konsep Pangan Lokal,
konsep keadilan.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dilakukan terhadap
peraturan perundangan yang secara hirarkhi dapat dikaji di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15
Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Penggunaan statute approach ini
dititik beratkan pada undang-undang sebagai produk hukum positif, khususnya yang berkaitan
dengan Pangan.

Semua pendekatan itu dilakukan sejak awal pengumpulan bahan hukum, Klasifikasi
permasalahan hukum, identifikasi permasalahan hukum, pemilihan dan pemilahan isu hukum
yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukuman (Sungkono 2010).

1.7.3  Sumber Bahan Hukum

Penelitian disertasi yang obyeknya hukum posititif, pada umumnya menggunakan
sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Namun dalam penelitian disertasi ini
di samping menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, tetapi juga
digunakan data primer untuk mempertajam analisis permasalahan, akan tetapi sifatnya hanya
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sebagai penunjang bahan hukum yang digunakan secara interdisipliner. Bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa produk peraturan perundangan dari
berbagai tingkatan dan berbagai jenis dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana (KUHP)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia omor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IImu

Pengetahuan dan Teknologi.

8.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan,
Mutu Dan Gizi Pangan.

9.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan alih
fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional
Perlindungan Konsumen.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat.

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/P.P.340/8/2009 Tentang Perubahan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permen- tan/PP.340/5/2009 Tentang Pengawasan
Keamanan Pangan Terha dap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

N o ok

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan
hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat
dilakukan analisa yang lebih mendalam. (Soekanto dan Mamudi 2003) Sehingga adanya
penguatan atas dasar hukum yang menghasilkan analisis hukum yang baik dan berkualitas.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian disertasi berasal dari bahan-
bahan pustaka bidang ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, dan bidang-bidang
hukum lain yang relevan. Dalam hal ini juga ditelaah, peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan objek penelitian disertasi ini. Bahan hukum juga diperoleh dari internet, media
cetak maupun elektronika, jurnal hukum, dan lain terbitan, serta bentuk informasi lainnya yang
dapat diakses untuk melengkapi bahan hukum penelitian disertasi ini.
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Penggunaan sumber-sumber bahan hukum tersebut bertujuan untuk mempertajam
analisis permasalahan yang dikemukakan dalam dalam penelitian disertasi ini. Semua bahan
hukum sekunder ini dimaksudkan untuk menunjang analisis bahan hukum primer, sehingga dapat
diperoleh hasil analisis yang memuaskan.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya
memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum
tersier dapat dicontohkan seperti kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, surat
kabar, internet dan seterusnya (Soekanto 1984). Bahan hukum tersier merupakan bahan yang
akan memberikan petunjuk informasi/penjelasan berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.4  Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan hahan-bahan hukum diawali dengan membaca dan menelaah buku
referensi dan peraturan perundang-undangan, hasil telaah dicatat dalam catatan hasil penelitian,
dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Bahan-bahan
hukum tersebut kemudian diseleksi baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder
sesuai dengan kebutuhan untuk digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan
yang dikemukakan dalam penelitian disertasi ini.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum menggunakan teknis analisis normative/preskriptif dengan
metode hukum berupa penafsiran hukum, logika berpikir yang digunakan adalah deduktif.

Untuk memperoleh pengetahuan yang benar sebagai hasil dari suatu aktivitas berpikir
ilmiah harus dibangun atas dasar logika penelitian. Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa
logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari segenap asas, aturan dan tata cara penalaran
yang benar (correct reasoning) (Nasution 2016).

Logika menggariskan kaidah untuk berpikir tepat. la mempelajari syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh pemikiran untuk membentuk pengaturan yang tepat, atau agar suatu
pemikiran dapat berhasil. Apalagi dari logika itu dikenal dengan penalaran (Sungkono 2010).

Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normative berupa metode preskriptif yaitu
metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar
atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum (Susila 2007).

Bahan hukum dalam penelitian ini di olah dan dianalisis dengan menggunakan metode
penafsiran hukum dan untuk mempertajam analisis bahan hukum, penelitian ini mengedepankan
penafsiran hukum. penalaran hukum dan argumentasi hukum (Suratman and Dillah 2013).

Menurut Suratman dan Philipis Dillah (Suratman dan Dillah 2013) setelah bahan hukum
primer dan sekunder dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasian
dan diinterpretasikan kemudian dianalisis. Bahan hukum dalam penelitian ini diolah dan
dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan untuk mempertajam analisis
bahan hukum. Penelitin ini mengedepankan penalaran hukum. penalaran hukum dan argumentasi
hukum. Penelitian metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data
yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman
video dan lain sebagainya (Poerwarndari 1998).
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1.8 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab |

Bab. Il :

Bab Il :

Bab IV :

Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan terdiri dari tentang latar belakang masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas Penelitian,
Landasan Teori dan Penjelasan Konsep, berisi kajian tentang teori: Teori Tujuan
Hukum, Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kewenangan metode
Penelitian, dan Pertanggungjawaban sistematika Sistematika.

Bab ini membahas hasil penelitian terhadap rumusan pertama mengenai isu hukum
tentang Urgensi Perlindungan Hukum Pangan Lokal sebagai upaya untuk
mempertahankan dan memenuhi kecukupan pangan, dalam bab ini dibahas tentang
Pangan Sebagai Hak Asasi, Pangan Sebagai Kebutuhan Dasar Rakyat, Pangan Lokal
Mencirikan Karakter Daerah, Penguatan keberadaan pangan local, pencegahan klaim
pihak lain, Perlindungan Produsen Pangan Lokal, Kepastian Hukum Pangan Lokal,

relyciivaiiyall CRUIIVITIT LURAI. FEliyudlall KEuClauaall paiiyail muuai, peliveyaiiail
klaim pihak lain, Perlindungan Produsen Pangan Lokal, Kepastian Hukum Pangan
Lokal, Prinsip Keadilan, Memberikan Akses keadilan bagi Produsen, Konsumen,
Pengembangan Ekonomi Lokal.

Bab ini membahas hasil penelitian terhadap rumusan masalah kedua mengenai konsep
Perlindungan Hukum Pangan Lokal Berdasar Prinsip Keadilan, dalam Bab ini dibahas
mengenai Penetapan pangan lokal, Problematika perlindungan hukum terhadap
pangan lokal, Konsep perlindungan hukum Produsen, meliputi Akses keadilan,
berupa: Edukasi dan advokasi, Distribusi, Branding. Konsep perlindungan hukum
konsumen meliputi Akses keadilan, berupa: Keamanan pangan lokal dan Pangan
Lokal hasil rekayasa genetik dan Problematika hukum pangan local

Kesimpulan dan saran.

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran
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1.9 Desain Penelitian
Latar belakang masalah
Problematika hukum
Kekosongan norma di bidang Perlindungan hukum terhadap pangan
lokal
Rumusan Masalah
1. Urgensi perlindungan hukum terhadap pangan local, sebagai
upaya untuk mempertahankan dan memenuhi kecukupan pangan.
2. Konsep perlindungan hukum terhadap pangan lokal berdasar
prinsip keadilan.
Landasan Teori Metode Penelitian Normatif
- Pendekatan Filosofis
1. Teori Perlindungan Hukum ((Philosophical approach)
2. Teori Tujuan Hukum - Pendekatan Peraturan
3. Teori Keadilan Perundang-undangan (statute
4. Teori Perlindungan Hukum approach)
5. Teori Kewenangan - Pendekatan konseptual
(conceptual approach),

Novelty

Konsep perlindungan hukum terhadap
pangan lokal berdasar prinsip keadilan.




